
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR b?TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2OL7 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH SELAKU SATUAN

KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)

KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, tambahan penghasilan diberikan

kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan

yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan

keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD

sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun

2Ol7 tentang Tambahan Penghasilan Pada Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Selaku

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Kabupaten Natuna.PARAFKOORB
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor lO7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

2.

3.

4.
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5. Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaO$;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1A);

6.

7.

8.

9.

10.
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor

310);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2Ol7

tentang Perubahan Atas Peratruran Daerah

Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten NatunaTahun

2Ol7 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2OI7 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PADA BADAN PENGELOLA

KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH SELAKU

SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(SKPKD) KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna

Nomor 1 Tahun 2Ol7 tentang Tambahan Penghasilan

Pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset

t2.

Menetapkan
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Daerah Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) Kabupaten Natuna diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 di hapus sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Natuna.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah (BPKPAD) selaku Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah

SKPD yang melaksanakan kebijakan teknis

pengelolaan keuangan dan investasi daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan

kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6.

4.

5.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah

keseluruhan kegiatan yang

adalah

meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

selanjutnya disebut APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang

I r*mqq11ggngl 8.
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9.

10.

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Dihapus.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala

satuan kerja pengelola keuangan daerah yang

selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum

Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak

dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum

Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang

memuat rencana pendapatan dan belanja serta

program dan kegiatan SKPD sebagai dasar

penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang

selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja

serta program dan kegiatan SKPD yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh

pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD

adalah dokumen yang memuat perubahan

rencana pendapatan dan belanja serta serta

program dan kegiatan yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh

pengguna anggaran.

11.

L2.

13.

t4.

lpennpK*sft.*i
i@@

i $+ifiF"stltrffiJt



-7-

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

PNS adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai Aratur Sipil Negara secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai di lingkungan Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah

PNS/CPNS yang berdasarkan Keputusan

Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu

jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara

penuh pada satuan organisasi di lingkungan

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah Kabupaten Natuna.

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi

keda adalah Tambahan penghasilan yang

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

dalam melaksanakan tugasnya berada pada

lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) di ubah dan ayat

dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tambahan Penghasilan diberikan kepada

Pejabat dan Staf pada Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Dihapus.

Pasal II

mulai berlaku pada tanggal

16.

t7.

2.

(1)

(2)

Peraturan Bupati

diundangkan.! pnnnPKSoRm
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal

Diundangkan di Ranai

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

BERITA DAERAH I(ABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR


